
GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di Provinsi Papua yang mampu mendorong peningkatan
kesejahteraan rakyat khususnya orang asli Papua, secara berkeadilan, dan
tercapainya pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia
perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik;

b. bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diikuti dengan
pemberian kewenangan khusus yang dibagi antara daerah Provinsi dan
daerah kabupaten/kota dimana fungsi-fungsi pengaturan berada di daerah
provinsi sedangkan fungsi pelayanan masyarakat diberikan secara bertahap
dan proporsional kepada daerah kabupaten/ kota;

c. bahwa dalam rangka keutuhan wilayah dan kebersamaan Provinsi Papua,
dalam batas-batas tertentu diperlukan kebijakan khusus Pemerintah Provinsi
untuk menjangkau semua daerah kabupaten/kota dalam rangka membuka
keterisolasian fisik dan sosial, mendukung peningkatan dan pemerataan
pendidikan, kesehatan serta menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat
secara berkeadilan;

d. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di Provinsi Papua dialokasikan dana otonomi khusus yang
diatur dalam Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, yang dibagi antara daerah
dan Provinsi dan daerah kabupaten/kota secara adil dan berimbang dengan
Peraturan Daerah Khusus;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi
Papua tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana
Otonomi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang ......../2
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repblik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang
Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004
tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4900);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah ........./3
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
18 Tahun 2003 dan Nomor 160a/KMK/02/2003 tentang Penyaluran Dana
Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi
Papua;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMBAGIAN
PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Papua.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;

4. Gubernur ialah Gubernur Papua;

5. Pemerintah ......../4



- 4 -

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.

8. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli
Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua
dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan
perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/
Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Provinsi Papua, Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah adalah
perangkat daerah pada Provinsi Papua/Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;

13. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan.

14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan;

15. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari
suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli
Papua oleh masyarakat adat Papua;

16. Afirmasi untuk orang asli Papua adalah kebijakan yang berpihak kepada Orang Asli Papua.

17. Alokasi Dasar adalah alokasi dana otonomi khusus yang minimal diberikan kepada pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh
Gubernur.

18. Alokasi Variabel adalah alokasi dana otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan indeks variabel yang perhitungannya dilakukan oleh Tim yang
dibentuk oleh Gubernur.

19. Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung selanjutnya disebut Prospek adalah
program teknis Pemerintah Provinsi yang diarahkan dan dilaksanakan dalam rangka
pembangunan ekonomi kampung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua
di kampung.

20. Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota adalah program teknis dalam bidang-bidang tertentu
yang termasuk dalam layanan dasar Pemerintah Provinsi terutama bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

21. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD, adalah Daftar Program, Kegiatan dan Pagu
Indikatif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dalam rangka Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang disusun oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Papua.

22. Anggaran ......./5
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22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus yang diatur dalam peraturan daerah
khusus ini, meliputi :

a. asas umum pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus;

b. pembagian penerimaan dana otonomi khusus;

c. penyusunan rencana penggunaan dana otonomi khusus;

d. pelaksanaan dana otonomi khusus;

e. pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dana otonomi khusus; dan

f. pembinaan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pembagian Penerimaan dan

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Pasal 3

Pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk orang asli Papua.

Pasal 4

Dana otonomi khusus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II
PEMBAGIAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu
Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus

Pasal 5

(1) Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah
Khusus ini adalah :

a. Dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) Dana Alokasi Umum
Nasional; dan

b. Dana Tambahan Infrastruktur.

(2) Selain Penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, Pemerintah Provinsi Papua menerima dana bagi hasil sumber daya alam dari
Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ......./6


